[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI

Menimbang

Mengingat

—

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa untuk menjamin upaya penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan kebijakan dalam
percepatan penyediaan alat-alat kesehatan serta
peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
Kabupaten Polewali Mandar, perlu penyesuaian dengan
perkembangan kebutuhan penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019, sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi



10.

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2142);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1046);

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pola Tata
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
(Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014
Nomor 10);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Jenjang
Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali
Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
2015 Nomor 36



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 huruf b dihapus, huruf ¢ dan angka 3
diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan
lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai
berikut :

a. pelelangan, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya
diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
dihapus;

c. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang
nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah); dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan
golongan usaha atau non kecil, yang dilakukan berdasarkan
jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;

2. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat
Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);

3. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya
sampai dengan Rp. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah);tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah
Kerja (SPK).

d. Penunjukan langsung, dilakukan dengan alasan
efektifitas dan efisiensi dalam hal :
1. keadaan tertentu, yang meliputi :
a) penanganan darurat yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dan waktu
penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk
kepentingan pelayanan kepada masyarakat,
termasuk :

1) akibat bencana alam dan/atau bencana non
alam dan/atau bencana sosial; dan /atau

2) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.



b)

barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1(satu) pabrikan, 1 (satu)
pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau
pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk
mendapatan izin dari Pemerintah Daerah;
dan/atau

2. pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus, yang
meliputi :

a)

b)

d)

barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang
ditetapkan Pemerintah;

barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya
dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang
mampu,;

pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan
farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan
perbekalan farmasi untuk kelangsungan dan
mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
barang/jasa kebutuhan operasional BLUD RSUD
Polewali yang pengadaannya tidak dapat ditunda
atau barang/jasa tersebut harus tetap tersedia
sepanjang tahun dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Desember 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Kasubag Peraturan Perundang-

Undangan,

o

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

JARSAT ALAM MAULANA,SH..MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 49.






